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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka
berdasarkan dua pokok permasalahan yaitu gerakan masyarakat atas sengketa
lahan dengan PTPN VII Cinta Manis dan upaya masyarakat dalam
menyelesaikan konflik lahan dengan PTPN VII Cinta Manis, didapat hasil
sebagaimana berikut:

Kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan PTPN VII Cinta Manis
yaitu masyarakat melakukan gerakan dengan dimulai dari masyarakat turun
ke lahan, mengumpulkan masyarakat yang mengalami sengketa lahan,
membuat tenda-tenda untuk berkumpul, membuat organisasi pergerakan
petani yaitu GPPB, memblokade jalan yang dilakukan secara bertahap dan
sampai pada aksi bentrok dengan aparat kepolisian, dan menuntut dengan
melakukan demonstrasi kepada pemerintah daerah dan pusat seperti bupati,
gubernur, DPRD, DPRI, BPN, BUMN dan Komnas HAM. Upaya yang
dilakukan masyarakat dalam penyelesaian kasus sengketa ini yaitu meminta
dukungan pemerintah dan melibatkan organisasi masyarakat seperti WALHI,

ELSAM, dan SPI.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan penulis memandang perlu
untuk mengungkapkan pemikirannya dalam entuk kalimat eerapa kalimat
berikut ini:

1. Pemerintah
a. Sebaiknya pemerintah provinsi maupun pusat untuk lebih memperhatikan
permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.
b. Hak-hak masyarakat sebaiknya dipenuhi mengingat pemerintah hadir
untuk masyarakat dan dipilih oleh masyarakat.
c. Sebaiknya tidak tebang pilih dalam penyelesaian konflik masyarakat.
2. Masyarakat desa Seri Bandung
a. Sebaiknya melakukan penyelesaian konflik dengan melalui jalur hukum
b. Mencari pihak ketiga yang kompeten untuk membantu penyelesaian
konflik.
c. Tidak melakukan tindakan yang anarkis sehingga tidak berimbas
kurangnya empati pemerintah terhadap masyarakat.

d. Terus berupaya menyuarakan hak untuk mendapatkan hak
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